Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

. 1.

BUPATI NIAS BARAT,

bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan sesuai
hasil Fasilitasi disampaikan kepada Kepala Daerah
untuk ditetapkan;

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Nomor
000.7/927 /BAPPELITBANG /X /2025 tanggal 2
Oktober 2025 Hal Penyampaian Hasil Fasilitasi RKPD
Kabupaten Nias Barat Tahun 2026, telah dilakukan
penyempurnaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2026 sesuai
dengan hasil fasilitasi dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Tahun 2025
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7100);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran  Republik Indonesia @ Nomor  5888),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2025 Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN
2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nias Barat sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJMD  adalah  dokumen  Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat untuk periode Tahun
2025-2029.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat dengan RKPD adalah
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1
(satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Nias
Barat.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan
pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk
mencapai sasaran RPJMD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RKPD dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi
pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar
sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, Provinsi
maupun Kabupaten sehingga dapat menciptakan efektifitas dan
efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.



(2) RKPD bertujuan untuk menjamin konsistensi dan keselarasan antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan daerah, serta memastikan alokasi sumber daya yang
efisien dan efektif.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini antara lain:
a. RKPD;

b. Sistematika Penyusunan RKPD;

c. Perubahan RKPD.

BAB IV
RKPD
Pasal 4

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Provinsi Sumatera Utara dan program
strategis nasional serta menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB YV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD
Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

Babl : Pendahuluan;

Bab Il : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bab VII : Penutup.

(2) RKPD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERUBAHAN RKPD
Pasal 6

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan.
(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Meliputi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau



b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
(3) Perubahan RKPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan bupati.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 03 Oktober 2025

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

ELIYUNUS WARUWU
Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 03 Oktober 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

ttd.
ERNAWATI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
NIP. 19900513 201403 1 001




